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Kata Kunci: ABSTRAK
Al-darar yuzal, Kebijakan Publik, Penelitian ini mengkaji kaidah fighiyah al-darar yuzal (J\3 53%al)
Kemaslahatan, praktik, dan derivasi-derivasinya dalam praktik kehidupan bernegara
implementasi, konseptual, al dengan fokus pada bagaimana prinsip  penghilangan
quran kemudaratan dapat diterapkan dalam kebijakan publik.
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana
Keywords: konsep dasar kaidah tersebut serta cabang-cabangnya dapat
Al-darar yuzal, Public Policy, diimplementasikan secara relevan dalam konteks negara modern
Public Welfare, practice, untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat.
implementation, conceptual, Al Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan
Quran pendekatan konseptual, perundang-undanga, dan filosofis serta

didukung oleh studi kepustakaan terhadap sumber hukum
primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah al-darar yuzal merupakan prinsip
fundamental dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis khususnya hadis la darar wa la
dirar serta memiliki sejumlah kaidah cabang yang memberikan pedoman teknis dalam menghilangkan
kemudaratan. Dalam praktik bernegara. kaidah ini relevan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan publik
yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dari kerugian dan ketidakadilan. Dengan demikian kaidah
ini tidak hanya memiliki nilai teoritis tetapi juga aplikatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang
berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.
ABSTRACT

This study examines the figh principle of al-darar yuzal (J_¥ J %) and its derivations in the practice of state
life with a focus on how the principle of eliminating harm can be applied in public policy. The main problem
in this study is how the basic concept of the principle and its branches can be implemented relevantly in the
context of a modern state to ensure justice and the welfare of society. This study uses a normative legal
method with a conceptual, statutory, and philosophical approach and is supported by a literature study of
primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study indicate that the principle of al-darar
yuzal is a fundamental principle in Islamic law originating from the Qur'an and hadith, especially the hadith
la darar wa la dirar and has a number of branch rules that provide technical guidelines in eliminating harm.
In state practice. This principle is relevant as a basis for formulating public policies oriented towards
protecting society from harm and injustice. Therefore, this principle has not only theoretical value but also
practical application in supporting just and welfare-oriented governance.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah
SWT. tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama termasuk dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktik kehidupan bernegara hukum
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diperlukan untuk menjaga ketertiban, keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Salah
satu prinsip penting dalam hukum Islam yang relevan dengan kehidupan bernegara
adalah kaidah fighiyah yaitu prinsip umum yang digunakan sebagai pedoman dalam
menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan (Zaidan, 2006). Kaidah fighiyah
memiliki peran penting dalam sistem hukum Islam terutama dalam menjawab berbagai
persoalan sosial, politik, ekonomi dan hukum yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat dan negara. Melalui kaidah fighiyah pemerintah atau pemimpin dapat
menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah
terjadinya kerugian atau bahaya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki
tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudaratan
dalam kehidupan bernegara (Az-Zuhaili, 1986). Salah satu kaidah fighiyah yang sangat
relevan dalam praktik kehidupan bernegara adalah kaidah Ji& J»al Yang berarti
‘“kemudaratan harus dihilangkan”. Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad
SAW yang berbunyi:

‘)\)4 YJ = b

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”
Dalam konteks kehidupan bernegara kaidah ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat
peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk
kemudaratan, seperti ketidakadilan, penindasan, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Negara memiliki kewajiban untuk menghilangkan bahaya yang dapat merugikan masyarakat
serta menciptakan sistem hukum yang adil dan melindungi hak-hak warga negara (Dawud, n.d.).

Selain itu kaidah J\J: ))&l juga menjadi landasan dalam penerapan keadilan sosial
dan perlindungan hukum. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung
jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan
kerugian bagi masyarakat (Mawardi, 2019). serta berupaya menghilangkan segala
bentuk kemudaratan yang dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan negara.
Dengan demikian kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat relevan dan dapat
diterapkan dalam sistem kehidupan bernegara modern (Al-Burnu, 1996). Pemahaman
terhadap kaidah J\j Jlsal termasuk pengertian, landasan, analisis dan penerapannya
dalam kehidupan bernegara menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa prinsip-
prinsip hukum Islam dapat menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang adil,
melindungi masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan umum (Yunus, 2018). Oleh
karena itu kajian mengenai kaidah ini perlu dipahami secara mendalam agar dapat
diterapkan secara tepat dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembahasan

Kaidah fighiyah merupakan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang
dirumuskan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur’an, hadis serta hasil ijtihad. Kaidah ini
berfungsi sebagai pedoman untuk memahami berbagai persoalan hukum yang bersifat
luas dan kompleks. Dalam konteks kehidupan bernegara kaidah fighiyah tidak hanya
berfungsi sebagai aturan dalam ibadah atau muamalah individu tetapi juga dapat
menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik dan pengelolaan pemerintahan yang
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Al-Suyuthi, 1998b).
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Secara terminologis kaidah fighiyah diartikan sebagai ketentuan umum yang
mencakup banyak permasalahan cabang dalam hukum Islam. Para ulama menjelaskan
bahwa kaidah fighiyah menjadi alat untuk menyederhanakan berbagai hukum figh yang
tersebar dalam banyak kasus sehingga dapat dipahami melalui satu prinsip dasar yang
sama. Dengan demikian kaidah fighiyah memiliki peran penting dalam memberikan arah
bagi penetapan hukum termasuk dalam kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan
sosial dan pemerintahan (al-Subki, 1991).Dalam praktik kehidupan bernegara kaidah
fighiyah berkaitan erat dengan konsep siyasah syar’iyyah vyaitu pengelolaan
pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mewujudkan
kemaslahatan rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh
pemimpin harus mempertimbangkan kepentingan umum serta menghindari kerugian
bagi masyarakat. Oleh karena itu kaidah fighiyah menjadi landasan normatif yang dapat
digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan negara sesuai dengan prinsip keadilan
dan kemaslahatan dalam Islam (Khallaf, 1988).

Salah satu fungsi penting kaidah fighiyah dalam kehidupan bernegara adalah sebagai
pedoman dalam menyelesaikan persoalan sosial dan hukum yang terus berkembang.
Dalam masyarakat modern banyak permasalahan yang tidak secara eksplisit disebutkan
dalam nash Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu para ulama menggunakan kaidah
fighiyah sebagai alat untuk melakukan istinbath hukum agar tetap sesuai dengan tujuan
syariat (maqashid al-syariah). Kaidah-kaidah tersebut membantu pemerintah maupun
lembaga hukum lIslam dalam merumuskan keputusan yang adil dan kontekstual
terhadap kebutuhan masyarakat (Nasution et al., 2025).Selain itu penerapan kaidah
fighiyah dalam kehidupan bernegara juga berkaitan dengan upaya menjaga
kemaslahatan umum. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan negara harus diarahkan
pada perlindungan terhadap kepentingan masyarakat seperti perlindungan terhadap
jiwa, harta dan hak-hak warga negara. Dengan demikian kaidah fighiyah tidak hanya
berfungsi sebagai konsep teoritis dalam ilmu figh tetapi juga memiliki peran praktis
dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, bertanggung jawab dan berorientasi
pada kesejahteraan masyarakat (Anggista, 2025).Berdasarkan uraian tersebut dapat
dipahami bahwa maksud kaidah dalam praktik kehidupan bernegara adalah sebagai
pedoman normatif dalam menetapkan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan
masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan dan keadilan. Kaidah
fighiyah membantu menjembatani antara nilai-nilai syariat Islam dengan realitas
kehidupan sosial dan politik sehingga hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan
dalam sistem pemerintahan modern.

Landasan Kaidah Yang Menjadi Dasar Pembentukannya.

Kaidah fighiyah J: o=l yang berarti “kemudaratan harus dihilangkan” merupakan
salah satu kaidah penting dalam hukum Islam. Kaidah ini tidak muncul secara tiba-tiba
tetapi terbentuk dari berbagai landasan syariat yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis
Nabi sertaijtihad para ulama figh. Landasan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama
syariat Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah segala bentuk
kerugian atau bahaya dalam kehidupan. Landasan utama kaidah J\» sl berasal dari
hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
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D ¥y )=l
yang berarti “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang
lain.” Hadis ini menjadi dasar utama lahirnya kaidah tersebut dan oleh para ulama dijadikan
sebagai prinsip penting dalam penetapan hukum Islam. Dari hadis inilah para ulama
merumuskan kaidah bahwa setiap bentuk kemudaratan harus dihilangkan atau dicegah agar
tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan manusia (Al-Suyuthi, 1998a).

Selain hadis landasan kaidah ini juga dapat ditemukan dalam Al-Qur’an salah satunya
dalam firman Allah SWT yang melarang manusia menjerumuskan diri ke dalam
kebinasaan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang segala tindakan yang
dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini kemudian
dijadikan dasar oleh para ulama dalam merumuskan kaidah fighiyah yang bertujuan
untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek
kehidupan (Nujaim, 1999). Di samping itu para ulama juga menjelaskan bahwa kaidah
J\» ywall termasuk salah satu dari lima kaidah fighiyyah besar (al-qawa‘id al-khams al-
kubra) yang menjadi dasar dalam pengembangan hukum Islam. Kaidah ini memiliki
kedudukan yang sangat penting karena sering digunakan dalam berbagai persoalan
hukum yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, keadilan serta perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat. Oleh sebab itu kaidah ini sering dijadikan dasar dalam
proses ijtihad untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci
dalam nash (Al-Dusuri, 2011).

Selain bersumber dari Al-Qur’an dan hadis pembentukan kaidah inijuga didukung oleh
ijtihad para ulama figh yang mengkaji berbagai kasus hukum dalam masyarakat. Para
ulama menyimpulkan bahwa setiap hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk
menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta. Oleh karena itu setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan terhadap unsur-
unsur tersebut harus dihilangkan atau dicegah. Prinsip inilah yang memperkuat
keberadaan kaidah J\» L=l sebagai dasar dalam berbagai keputusan hukum Islam
(Ishak, 2020).Dalam praktiknya landasan kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam
sangat memperhatikan perlindungan terhadap manusia dari berbagai bentuk bahaya
baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun hukum. Oleh karena itu kaidah J\j =l
sering digunakan oleh para ulama dan ahli hukum Islam sebagai pedoman dalam
menyelesaikan berbagai persoalan kontemporer termasuk dalam bidang kesehatan,
lingkungan, ekonomi dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian kaidah ini
memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kemaslahatan dalam
kehidupan manusia.

Analisis Kaidah Khususnya Kaidah J\J: J)»&! Dalam Praktik Kehidupan Bernegara.

Kaidah fighiyah J 3 o=l yang berarti “kemudaratan harus dihilangkan” merupakan
salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang sering digunakan dalam proses
analisis hukum. Analisis terhadap kaidah ini bertujuan untuk memahami makna, ruang
lingkup serta implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam praktik
kehidupan bernegara. Dalam perspektif figh kata __»=! (al-dharar) berarti segala bentuk
bahaya, kerugian atau kesulitan yang menimpa seseorang baik dalam aspek fisik,
ekonomi, sosial maupun hukum. Sedangkan kata J!J: (yuzal) berarti dihilangkan atau
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dicegah. Dengan demikian kaidah ini mengandung prinsip bahwa setiap bentuk bahaya
yang dapat merugikan manusia harus dihilangkan atau diminimalkan melalui kebijakan
dan tindakan yang tepat (Zaydan, 2001).

Dalam analisis hukum Islam kaidah J!J: __»=l memiliki hubungan yang erat dengan
tujuan syariat Islam (maqaasid al-syari‘ah) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan
dan harta. Setiap kebijakan atau tindakan yang menimbulkan kerusakan terhadap lima
unsur pokok tersebut harus dicegah atau dihilangkan. Oleh karena itu kaidah ini sering
digunakan oleh para ulama sebagai dasar dalam menentukan hukum terhadap berbagai
persoalan sosial dan kemasyarakatan (Al-Nawawi, 1999).Dalam praktik kehidupan
bernegara analisis kaidah J\» ,_all dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan
kebijakan publik yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk
kerugian atau bahaya. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung
jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan
kemudaratan bagi masyarakat. Apabila suatu kebijakan menimbulkan kerugian bagi
masyarakat luas maka kebijakan tersebut harus diperbaiki atau dihapus sesuai dengan
prinsip kaidah tersebut. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan
pentingnya perlindungan terhadap kepentingan umum dalam penyelenggaraan
pemerintahan (Zamroni, 2024).

Selain itu dalam analisis figh siyasah kaidah dJ\J» L=l juga menjadi dasar dalam
menghadapi kondisi darurat atau krisis negara. Dalam situasi tertentu negara dapat
mengambil kebijakan khusus untuk mencegah kerusakan yang lebih besar bagi
masyarakat. Misalnya pemerintah dapat menetapkan peraturan darurat atau kebijakan
khusus demi menjaga stabilitas negara dan keselamatan masyarakat. Hal ini
menunjukkan bahwa kaidah fighiyah dapat berfungsi sebagai pedoman dalam
mengelola kehidupan bernegara secara bijaksana dan adil (Ishak, 2020). Di samping itu
analisis terhadap kaidah J __alljuga menekankan bahwa penghilangan kemudaratan
harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kemudaratan baru yang lebih
besar. Dalam kaidah cabangnya dijelaskan bahwa bahaya tidak boleh dihilangkan
dengan bahaya yang sama atau lebih besar. Prinsip ini penting dalam praktik kehidupan
bernegara agar setiap kebijakan yang dibuat benar-benar bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan masyarakat dan bukan justru menimbulkan masalah baru (Rohman,
2024).

Dengan demikian analisis kaidah J 3 L=l dalam praktik kehidupan bernegara
menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam sangat menekankan perlindungan terhadap
masyarakat dari segala bentuk bahaya atau kerugian. Kaidah ini memberikan pedoman
bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil, menjaga ketertiban sosial
serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kaidah ini tidak hanya
memiliki nilai teoritis dalam ilmu figh tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dalam
sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa pada masa modern.

Penerapan Kaidah J\j: J) &l Dalam Praktik Kehidupan Bernegara.

Kaidah fighiyah Jl» L=l (al-darar yuzal) yang berarti “kemudaratan harus
dihilangkan” merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang dapat
diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan negara.
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Kaidah ini mengandung makna bahwa segala bentuk kerugian, bahaya atau kerusakan
yang terjadi dalam masyarakat harus dihilangkan atau dicegah oleh otoritas yang
berwenang. Dalam konteks kehidupan bernegara pemerintah memiliki kewajiban untuk
menjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mencegah
serta menanggulangi segala bentuk kemudaratan yang mengancam kehidupan publik.
Dalam kajian gawa ‘id fighiyyah, kaidah ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW:

¥y o pal

Hadis tersebut menjadi dasar munculnya kaidah J\» L=l yang menegaskan bahwa
segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya bagi individu atau masyarakat harus
dicegah dan dihilangkan. Prinsip ini menekankan kewajiban menjaga keamanan dan
menghindari kerusakan dalam kehidupan sosial (al-Zuhaili, 2006). Dalam praktik
kehidupan bernegara kaidah ini sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan
kebijakan publik yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman serius seperti
kejahatan terorganisir, terorisme dan perdagangan narkotika. Negara memiliki
tanggung jawab untuk mengambil tindakan tegas apabila suatu kelompok atau individu
menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Oleh karena itu kebijakan penegakan
hukum, operasi keamanan atau pemberantasan kejahatan berat dapat dipahami sebagai
bentuk implementasi dari prinsip menghilangkan kemudaratan demi kepentingan
umum.

Dalam perspektif hukum Islam kaidah ini juga berkaitan dengan prinsip menolak
kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Apabila suatu tindakan
diperlukan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar bagi masyarakat maka tindakan
tersebut dapat dibenarkan selama bertujuan melindungi kepentingan umum. Prinsip ini
menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi negara untuk mengambil
kebijakan yang tegas ketika menghadapi ancaman serius terhadap keamanan publik (Al-
Zarqga, 1989).Contoh Kasus Operasi Militer terhadap Kartel Narkoba di Meksiko.Salah
satu contoh kasus politik yang viral secara internasional dan dapat dianalisis dengan
kaidah J\» L=l adalah operasi militer pemerintah Meksiko terhadap kartel narkoba
Jalisco New Generation Cartel (CJNG) yang dipimpin oleh Nemesio Oseguera Cervantes
dikenal dengan nama “El Mencho.”Pada Februari 2026 militer Meksiko melakukan
operasi keamanan besar yang berujung pada tewasnya pemimpin kartel tersebut. la
merupakan salah satu pengedar narkoba paling berpengaruh di dunia dan menjadi
target utama pemerintah karena jaringan kartelnya terlibat dalam perdagangan
narkoba, kekerasan bersenjata dan berbagai kejahatan terorganisir (Purwanto, 2016).

Operasi tersebut menimbulkan perhatian global karena setelah kematian pemimpin
kartel itu terjadi aksi balasan dari kelompok kartel yang menyebabkan kekacauan di
berbagai wilayah Meksiko dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Kekerasan ini
menyebar di banyak negara bagian termasuk pembakaran kendaraan, tembak-
menembak dan gangguan keamanan yang luas (Suntana, 2025).Namun dari perspektif
kaidah fighiyah J 3 ,_==Y¥! tindakan pemerintah Meksiko dapat dipahami sebagai upaya
untuk menghilangkan kemudaratan besar yang ditimbulkan oleh organisasi kriminal
tersebut. Kartel narkoba diketahui menyebabkan berbagai kerugian besar bagi
masyarakat seperti perdagangan narkoba, pembunuhan, kekerasan bersenjata dan
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ketidakstabilan negara. Oleh karena itu tindakan negara untuk menumpas pemimpin
organisasi kriminal tersebut dapat dipandang sebagai langkah untuk mencegah
kerusakan yang lebih luas terhadap masyarakat dan keamanan nasional Dalam analisis
kaidah figh tindakan tersebut juga berkaitan dengan prinsip cabang dari J» __»=l yaitu:

(Dipilih mudarat yang lebih ringan untuk menghindari mudarat yang lebih besar). Artinya dalam
situasi tertentu negara mungkin harus mengambil tindakan keras untuk menghilangkan bahaya
yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam kasus kartel narkoba keberadaan organisasi kriminal
tersebut menimbulkan kerusakan sosial yang sangat besar sehingga tindakan penegakan hukum
yang tegas dapat dipahami sebagai upaya menghilangkan kemudaratan yang lebih luas bagi
masyarakat.

Dalam konteks kehidupan bernegara pemerintah terkadang harus mengambil
keputusan yang tegas untuk melindungi masyarakat. Misalnya dalam kasus
pemberantasan kartel narkoba di Meksiko organisasi kriminal tersebut menyebabkan
banyak kerusakan seperti perdagangan narkotika, pembunuhan, kekerasan bersenjata
serta ketidakstabilan keamanan negara. Apabila negara tidak mengambil tindakan tegas
maka kerusakan yang ditimbulkan akan semakin besar dan membahayakan masyarakat
luas. Oleh karena itu operasi militer atau penegakan hukum yang keras dapat dipahami
sebagai penerapan kaidah tersebut.Artinya tindakan tegas dari negara mungkin
menimbulkan risiko atau konflik sementara (mudarat kecil) tetapi tujuan utamanya
adalah untuk mencegah kerusakan yang jauh lebih besar yang ditimbulkan oleh
organisasi kriminal tersebut (mudarat besar). Dengan demikian kebijakan tersebut
dilakukan demi menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat. Adapun
Kaidah-Kaidah Cabang Yang Termasuk Dalam Kaidah J\x ) .

Kaidah fighiyah J\: 5%l (kemudaratan harus dihilangkan) merupakan salah satu dari
kaidah besar dalam hukum Islam yang memiliki berbagai kaidah cabang. Kaidah-kaidah
cabang ini berfungsi untuk menjelaskan lebih rinci bagaimana cara menghilangkan
kemudaratan dalam berbagai kondisi kehidupan manusia termasuk dalam praktik
kehidupan bernegara. Dalam konteks pemerintahan kaidah-kaidah tersebut dapat
menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan publik yang bertujuan menjaga
keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Ao T 5 4y 0135 Y H5%0

Artinya: “Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama atau lebih besar.”
Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam upaya menghilangkan suatu bahaya tidak boleh
menggunakan cara yang menimbulkan kerugian yang setara atau bahkan lebih besar dari bahaya
tersebut. Prinsip ini sangat penting dalam kehidupan bernegara karena setiap kebijakan
pemerintah harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat (Afifatur R. &
Nuruddien, 2023).

Misalnya dalam upaya menjaga keamanan negara pemerintah tidak boleh
menerapkan kebijakan yang justru menimbulkan penindasan atau kerusakan sosial yang
lebih besar daripada masalah yang ingin diselesaikan. Dengan demikian kebijakan
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negara harus tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat dan menjaga
keseimbangan antara keamanan dan keadilan.

ORI 38 aak 4l

Artinya: “Kemudaratan harus dicegah atau ditolak semampu mungkin.” Kaidah ini menunjukkan
bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah munculnya kerugian bagi masyarakat
sebelum kerugian tersebut terjadi. Dalam konteks kehidupan bernegara prinsip ini dapat
diterapkan dalam berbagai kebijakan pencegahan seperti regulasi kesehatan, keamanan,
pengawasan ekonomi serta perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan atau krisis
sosial (Rahmadani & Amiruddin, 2025).Prinsip pencegahan ini menunjukkan bahwa dalam hukum
Islam upaya menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menunggu kerusakan itu terjadi.
Oleh karena itu negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah preventif guna
menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat (al-Qahtani, 2007).

LA UM &350 (alaal) e f a8

Artinya: “Kerusakan yang lebih besar dihindari dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan.”
Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu suatu tindakan yang mengandung kerugian
kecil dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dalam
praktik kehidupan bernegara pemerintah sering dihadapkan pada situasi di mana semua pilihan
memiliki konsekuensi negatif tertentu. Dalam kondisi seperti ini keputusan yang diambil adalah
yang paling sedikit menimbulkan kerusakan bagi masyarakat (Nadiroh, 2024).Contohnya adalah
kebijakan darurat negara atau pembatasan tertentu yang dilakukan pemerintah untuk menjaga
stabilitas keamanan atau keselamatan masyarakat. Walaupun kebijakan tersebut mungkin
menimbulkan ketidaknyamanan sementara bagi sebagian pihak namun langkah tersebut dilakukan
untuk mencegah kerusakan yang lebih besar bagi masyarakat secara luas (al-Qaradawi, 1995).

Al Qs e 2384 aiall ¢

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” Kaidah ini merupakan
prinsip penting dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa menghindari bahaya atau kerusakan
harus lebih diutamakan daripada mengejar keuntungan atau manfaat. Dalam kehidupan bernegara
prinsip ini dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas kebijakan publik (al-Najjar, 2022).
Misalnya dalam bidang ekonomi atau pembangunan, suatu proyek yang memberikan keuntungan
besar bagi negara tidak dapat dilaksanakan apabila menimbulkan kerusakan yang besar bagi
masyarakat atau lingkungan. Oleh karena itu pemerintah harus mempertimbangkan secara
matang dampak negatif dari setiap kebijakan yang diambil (Fathoni, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa

kaidah fighiyah al-darar yuzal (:JU; j):aj‘) merupakan prinsip fundamental dalam
hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaratan harus dihilangkan
demi menjaga kemaslahatan manusia. Kaidah ini bersumber dari Al-Qur’an dan hadis
Nabi khususnya hadis la darar wa la dirar, yang menjadi landasan utama dalam
melindungi keselamatan dan kepentingan masyarakat. Dalam praktik kehidupan
bernegara kaidah ini dapat dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan publik guna
mencegah kerugian dan ketidakadilan. Selain itu kaidah ini memiliki beberapa cabang
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seperti al-darar la yuzal bi mithlih, al-darar yudfa‘u qadr al-imkan, tudfa‘u a‘la al-
mafsadatayn dan dar’u al-mafasid mugaddam ‘ala jalb al-masalih yang memberikan
panduan lebih rinci dalam upaya menghilangkan kemudaratan secara proporsional.
Dengan demikian kaidah al-darar yuzal tidak hanya relevan dalam kajian figh klasik tetapi
juga memiliki signifikansi yang kuat dalam penerapan kebijakan dan praktik kehidupan
bernegara modern.
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